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ABSTRACT

The policy of land parcel boundary re-establishment is a vital instrument for ensuring
legal certainty of land rights. In practice, however, a gap persists between regulatory
provisions and implementation at Land Offices. This study aims to identify and measure
the factors influencing the implementation of the boundary re-establishment policy and to
analyze the root causes of the gap between regulation and field practice.

The study employed a mixed-methods approach with a sequential explanatory design.
The quantitative phase involved 120 respondents from the Survey and Mapping Sections of
Land Offices in Sumatra, Java, and Kalimantan, analyzed using multiple linear regression
based on George C. Edward I1l's model. The qualitative phase was conducted through in-
depth interviews at two offices with contrasting practices, namely the Sleman Regency
Land Office and the Yogyakarta City Land Office.

The results reveal that, both simultaneously and partially, Communication, Resources,
and Bureaucratic Structure significantly influence policy implementation, with Resources,
particularly the availability of Survey Drawings (Gambar Ukur), being the most dominant
factor. Bureaucratic Structure, however, exerts a negative effect, indicating that the clarity
of Standard Operating Procedures does not guarantee compliance; rather, it is utilized as
a legitimacy for the diversion of services, a form of policy drift. The quantitative model
explains 21.8% of the variation in implementation, indicating the significant role of factors
and conditions beyond the model, such as concerns over legal risk, physical changes in the
field, demands for process efficiency, and low public awareness in maintaining boundary
markers. The root of the gap lies in the failure of mutual adaptation between the logic of
deployment, representing top-down regulation, and the logic of discovery that emerges
from technical field experience. The logic of discovery dominance in Sleman Regency has
resulted in a complete shift to boundary arrangement, whereas a balance between the two
logics in Yogyakarta City allows boundary re-establishment to remain operational.

In conclusion, the implementation gap is not caused by regulatory ambiguity but by an
imbalance between regulatory demands and resource readiness, which gradually drives a
shift in practice. This study recommends strengthening the measurement database,
organizing digital archives, and ensuring policy direction certainty to minimize the gap.

Keywords: Policy Implementation, Land Boundary Re-Establishment, Implementation
Gap, Land Policy, Policy Drift.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembalian batas bidang tanah merupakan salah satu instrumen penting kebijakan
pertanahan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah
di Indonesia (Mandoyo, 2020; Cahyono, 2023). Kebijakan ini memiliki fungsi strategis
dalam mendukung kepastian letak, luas, serta batas bidang tanah yang telah terdaftar.
Pengembalian batas termasuk dalam layanan pengukuran, yang secara normatif,
dimaksudkan untuk memastikan batas fisik bidang tanah sesuai dengan data yang tercatat
dan tersimpan dalam basis data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (Kementerian ATR/BPN). Oleh karena itu, layanan pengukuran pengembalian
batas memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan pelayanan pertanahan yang
berorientasi pada kepastian hukum hak atas tanah (Hapsoro dkk., 2024). Namun, realitas
di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan.

Studi awal dan laporan masyarakat seperti temuan Chrislianto (2022) mengindikasikan
bahwa layanan pengembalian batas nyaris tidak dilaksanakan lagi di Kantor Pertanahan,
meskipun secara eksplisit masih tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan seperti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, lalu Surat Edaran Direktorat Jenderal Infrastruktur
Keagrariaan Kementerian ATR/BPN Nomor: 024/S-300.UK.01.02/1/2020 tanggal 15
Januari 2020 perihal Petunjuk Mekanisme Pengukuran Dalam Rangka Pengembalian
Batas, serta Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Risiko Tahun 2021.
Dalam praktik pelayanan, pemohon justru diarahkan kepada layanan penataan batas atau
pengukuran ulang, bukan kepada mekanisme pengembalian batas sebagaimana diatur
dalam ketentuan formal.

Fenomena tersebut mengonfirmasi temuan Widiyantoro & Parapat (2015) serta Noor
(2017), mengenai kesenjangan antara das sein dan das sollen, atau antara praktik di
lapangan dengan aturan yang berlaku khususnya dalam implementasi kebijakan
pertanahan. Isu ini semakin mengemuka seiring modernisasi layanan pertanahan, di mana

perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah antar



Kantor Pertanahan justru semakin memperjelas kesenjangan tersebut. Temuan Setiabudi
dkk. (2025) mengilustrasikan kondisi tersebut dengan jelas melalui perbedaan praktik
antara dua wilayah yang berdekatan, di mana Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta masih
memproses layanan pengembalian batas, sementara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
telah mengalihkan sepenuhnya ke mekanisme penataan batas atau pengukuran ulang.

Kecenderungan ini tidak hanya terjadi secara sporadis, melainkan diduga telah
menjadi praktik umum. Hasil pra-survei penelitian terhadap 13 (tiga belas) Kantor
Pertanahan di bawah 2 (dua) lingkungan Kantor Wilayah Provinsi yang berdekatan pada
semester pertama tahun 2025, mengungkapkan bahwa 12 (dua belas) di antaranya tidak
lagi menerima permohonan pengembalian batas. Pada kantor-kantor tersebut, pemohon
cenderung diarahkan untuk mendaftar layanan penataan batas atau pengukuran ulang.
Hanya 1 (satu) kantor yang masih menerima dan melaksanakan layanan pengembalian
batas. Data awal ini menguatkan dugaan bahwa ada kebijakan internal yang tidak seragam
di tiap unit kantor pertanahan, atau hambatan dalam sistem yang menghambat penerapan
aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi dan praktik
di lapangan (Widiyantoro & Parapat, 2015; Noor, 2017).

Salah satu penyebab dari kesenjangan tersebut dapat ditelusuri dari regulasi teknis itu
sendiri. Mekanisme pengembalian batas masih diatur dalam ketentuan Surat Edaran
Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Tahun 2020 yang menyebutkan empat syarat
kumulatif untuk dapat dilaksanakannya pengembalian batas, yaitu: (1) tersedianya Gambar
Ukur (GU) yang lengkap; (2) keberadaan titik ikat atau titik kontrol di lapangan; (3)
kesesuaian data GU dengan kondisi fisik di lapangan; serta (4) adanya Berita Acara yang
ditandatangani oleh para pihak dan tetangga berbatasan. Apabila salah satu syarat tidak
terpenuhi, maka permohonan tidak dapat diproses sebagai pengembalian batas dan
dialihkan menjadi permohonan penataan batas atau pengukuran ulang. Dengan demikian,
sebenarnya regulasi telah menyediakan mekanisme yang jelas dalam membedakan dua
jenis layanan tersebut.

Secara hukum administrasi, praktik pengalihan layanan ini dapat ditelaah lebih lanjut.
Pengalihan yang didasarkan pada Surat Edaran tanpa didukung perubahan regulasi formal
dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) atau bentuk pelaksanaan
diskresi yang bersifat internal dan administratif (Yusdheaputra, 2023). Arifin (2025)
menegaskan bahwa penggunaan diskresi ini wajib berpedoman pada asas-asas

pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan proporsionalitas, agar
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keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan umum. Namun,
karena sifatnya sebagai diskresi yang tidak setara dengan peraturan perundang-undangan,
penggunaan Surat Edaran sebagai pedoman operasional berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum serta kesenjangan hukum (/egal gap) antara regulasi dan praktik di
lapangan (Putra, 2024).

Kerangka regulasi untuk kebijakan pengembalian batas bidang tanah juga dilengkapi
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimuat dalam Petunjuk Teknis
Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Risiko Tahun 2021. SOP tersebut menjabarkan tahapan
pelayanan secara rinci, mulai dari penerimaan berkas, persiapan pengukuran dan alat ukur,
pemeriksaan kelengkapan dokumen arsip meliputi Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah,
analisis risiko seperti ketiadaan data atau ketidaksesuaian kondisi di lapangan, diikuti
mitigasi terhadap risiko tersebut, hingga pelaksanaan pengukuran dan penyerahan hasil.
Petunjuk teknis ini secara eksplisit menegaskan bahwa pengembalian batas hanya dapat
dilakukan jika Gambar Ukur tersedia lengkap dan data ukurannya dapat direkonstruksi di
lapangan. SOP tersebut juga menjelaskan berbagai risiko yang berpotensi muncul dan
dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan pengembalian batas, seperti
ketidaklengkapan arsip atau perubahan kondisi fisik di lapangan, dengan mitigasi berupa
pengalihan permohonan ke layanan penataan batas. Dengan demikian, keberadaan
petunjuk teknis dan SOP ini mengonfirmasi bahwa kerangka regulasi dan prosedur
sebenarnya telah tersedia dengan jelas, sehingga semakin menguatkan pertanyaan mengapa
dalam praktiknya mekanisme ini tidak dijalankan dan terjadi pergeseran kebijakan yang
sistematis.

Dari perspektif kebijakan publik, fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk policy
drift, yaitu pergeseran praktik kebijakan tanpa revisi formal terhadap kerangka regulatifnya
(Hacker, 2005). Dalam konteks kebijakan pertanahan, Sumardjono (2009)
menggarisbawahi bahwa implementasi suatu kebijakan memerlukan landasan yang kokoh,
yang mencakup: (1) penjabaran prinsip dasar yang operasional untuk menuntun perubahan
yang dinamis; (2) kesamaan persepsi antara para perumus dan pelaksana kebijakan;
(3) konsistensi kebijakan dengan menghindari pendekatan parsial atau reaktif; serta
(4) kejelasan cetak biru (blueprint) yang menyelaraskan prinsip, tujuan, dan sasaran.
Kesenjangan yang terjadi antara regulasi dan praktik kebijakan pengembalian batas bidang
tanah mengindikasikan bahwa setidaknya satu atau lebih dari aspek-aspek fundamental

tersebut belum terpenuhi secara optimal.



Tidak diimplementasikannya layanan pengembalian batas menimbulkan pertanyaan
mendasar mengenai akar penyebabnya. Kesenjangan dalam implementasi kebijakan ini
perlu dikaji melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, baik yang
bersifat teknis seperti kesulitan memenuhi persyaratan kumulatif di lapangan, keterbatasan
data ukur, atau ketiadaan titik ikat, maupun faktor administratif dan birokratis seperti
efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya teknis, disposisi pelaksana,
serta struktur birokrasi yang mendorong efisiensi layanan, penyederhanaan prosedur, dan
transformasi digital. Penelitian ini menjadi penting mengingat setiap perubahan dalam
implementasi kebijakan akan menuntut penyelarasan regulasi dan membawa konsekuensi
hukum serta administratif (Bannister & Connolly, 2011; Judijanto & Al-Amin, 2025), baik
bagi masyarakat pemegang hak maupun organisasi pelaksana di lingkungan Kementerian
ATR/BPN (Pamungkas dkk., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengkaji
aspek implementasi kebijakan pertanahan, namun masih memiliki keterbatasan substantif
dan geografis. Kajian kuantitatif seperti Yuntarto (2017) mengenai implementasi Rencana
Strategis Kementerian ATR/BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Thoriq
(2005) tentang Prona Swadaya di Kabupaten Semarang telah meletakkan landasan
metodologis yang kuat dalam pendekatan statistika. Namun, kedua penelitian
tersebut belum menyentuh aspek teknis pengukuran pengembalian batas bidang tanah,
serta memiliki cakupan geografis yang terbatas, di mana penelitian hanya dilaksanakan
pada satu Kantor Pertanahan tertentu tanpa adanya komparasi antar wilayah.

Sementara pada pendekatan kualitatif, penelitian Setiabudi dkk. (2025) berhasil
mengungkap perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan pengembalian batas
bidang tanah pada dua kantor pertanahan yang berdekatan, sedangkan Sumitro (2013) dan
Cahyono (2023) mengidentifikasi mekanisme teknis dan dinamika pelaksanaan
pengembalian batas serta pengukuran ulang di lapangan. Meskipun demikian, penelitian-
penelitian kualitatif tersebut hanya berfokus pada deskripsi prosedural dan identifikasi
hambatan tanpa analisis kuantitatif. Temuan mereka yang konsisten mengungkap pola
hambatan serupa, mulai dari ketidaklengkapan dokumen arsip Gambar Ukur, keterbatasan
sumber daya, hingga tantangan teknis perubahan fisik di lapangan, belum dilengkapi
dengan pengukuran empiris tentang sejauh mana masing-masing faktor tersebut

mempengaruhi kesenjangan implementasi secara signifikan.



Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan
analisis kuantitatif yang komprehensif disertai dengan pendekatan kualitatif untuk
memperjelas temuan. Oleh karena itu, pendekatan mixed methods dipilih untuk dapat
mengukur sejauh mana faktor-faktor seperti ketersediaan data teknis, kompetensi sumber
daya manusia, efektivitas komunikasi kebijakan, disposisi pelaksana, serta struktur
birokrasi yang mendorong efisiensi layanan, penyederhanaan prosedur, dan transformasi
digital mempengaruhi kesenjangan implementasi kebijakan pengembalian batas. Secara
kuantitatif, kuesioner terstruktur akan disebarkan kepada ke berbagai Kantor Pertanahan.
Data yang terkumpul kemudian diolah secara statistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penentu utama, sehingga temuan dapat merepresentasikan dan digeneralisasikan pada
klaster tertentu, yang kemudian diperdalam melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah pada Kantor Pertanahan di
Indonesia dengan pendekatan teori implementasi kebijakan. Berdasarkan kompleksitas
permasalahan dan urgensi yang telah diuraikan, penelitian ini mengangkat judul “Analisis
Implementasi Kebijakan Pengembalian Batas Bidang Tanah: Kesenjangan antara
Regulasi dan Praktik pada Kantor Pertanahan di Indonesia” sebagai representasi
konkret dari fokus penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menyajikan bukti empiris yang dapat dijadikan dasar bagi perbaikan kebijakan secara
menyeluruh, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan studi
implementasi kebijakan pertanahan dan penyempurnaan layanan pertanahan di masa
depan, sejalan dengan agenda modernisasi dan transformasi digital Kementerian ATR/BPN

menuju pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena kesenjangan implementasi kebijakan yang diungkap
dalam latar belakang, penelitian ini membutuhkan pendekatan mixed methods untuk
menjawab permasalahan secara komprehensif. Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan
untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel, sementara pendekatan kualitatif
deskriptif diterapkan untuk memperjelas alasan di balik pola yang ditemukan serta
menggali makna dan konteks mendalam dari fenomena kesenjangan tersebut (Basiroen
dkk., 2025). Berdasarkan kerangka metodologis tersebut, maka rumusan masalah yang

akan dibahas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:



1.3

1.4

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembalian
batas bidang tanah pada Kantor Pertanahan di Indonesia?
Mengapa terjadi kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi kebijakan

pengembalian batas bidang tanah pada Kantor Pertanahan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini terdiri atas dua poin utama, yaitu:

Mengidentifikasi dan mengukur pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah melalui pendekatan
kuantitatif asosiatif.

Menganalisis akar penyebab kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi
kebijakan pengembalian batas bidang tanah berdasarkan faktor-faktor kunci yang telah

teridentifikasi pada tujuan pertama melalui pendekatan kualitatif deskriptif.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, berdasarkan aspek teoritis (keilmuan) dan aspek

praktis (pemangku kepentingan) yaitu:

1.

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, khususnya
dalam studi implementasi kebijakan di sektor pertanahan. Temuan penelitian dapat
memperkaya wawasan keilmuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kesenjangan implementasi kebijakan, serta menjadi referensi metodologis dalam
penerapan pendekatan mixed methods untuk penelitian kebijakan publik di masa
depan, khususnya kebijakan pertanahan.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi
berbagai pemangku kepentingan. Bagi Kementerian ATR/BPN, hasil penelitian dapat
menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan regulasi teknis pengembalian batas bidang
tanah. Bagi Kantor Pertanahan, temuan ini dapat dijadikan acuan dalam
menyelaraskan praktik di lapangan dengan ketentuan regulasi dan meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme layanan pertanahan serta hak dan
kewajiban sebagai pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, penelitian ini
berkontribusi pada perbaikan sistem pelayanan pertanahan yang lebih efektif dan

berkeadilan.



BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi kebijakan pengembalian batas dipengaruhi secara signifikan oleh faktor
Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi, baik secara simultan maupun
parsial, dengan Sumber Daya, khususnya ketersediaan data Gambar Ukur, sebagai
faktor paling dominan. Selain itu, kondisi dan faktor lain di luar model, seperti
kekhawatiran akan risiko hukum, perubahan fisik lapangan, tuntutan efisiensi, dan
rendahnya kesadaran masyarakat, turut membentuk kecenderungan pelaksana untuk
mengalihkan permohonan ke penataan batas sebagai jalur yang lebih aman.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik terjadi akibat tidak berjalannya adaptasi
timbal balik antara antara logika penerapan dari regulasi dan logika penemuan yang
lahir dari pengalaman di lapangan. Regulasi yang berlaku telah cukup jelas, tetapi tidak
didukung oleh kesiapan sumber daya yang merata. Akibatnya, pelaksana membentuk
praktik alternatif yang secara bertahap menggantikan ketentuan yang berlaku, yang
merupakan bentuk pergeseran tanpa perubahan regulasi. Perbedaan praktik antara
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menegaskan bahwa kesenjangan ini sangat

bergantung pada kondisi sumber daya dan arah kebijakan di masing-masing kantor.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran untuk tindak lanjut

jangka panjang dan pengembangan penelitian dapat disampaikan sebagai berikut:

1.

Bagi Kementerian ATR/BPN, kepastian arah kebijakan pengembalian batas perlu
segera ditetapkan. Apapun arah kebijakan yang dipilih, penyelarasan antara ketentuan
yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan merupakan langkah penting agar
kesenjangan yang terjadi saat ini tidak terus berlanjut.

Bagi Kantor Pertanahan, perbaikan sistem administrasi arsip dan penguatan koordinasi
antar bagian perlu menjadi agenda berkelanjutan, tidak hanya untuk mendukung
pengembalian batas tetapi juga untuk seluruh layanan pengukuran yang bergantung

pada ketersediaan data.
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Bagi penelitian selanjutnya, mengingat model kuantitatif dalam penelitian ini hanya
mampu menjelaskan 21,8% variasi, penelitian mendatang disarankan menambahkan
variabel yang terbukti berpengaruh secara kualitatif, seperti persepsi risiko hukum dan
faktor disposisi. Penggunaan kerangka teori lain, seperti model Van Meter dan Van
Horn serta pengembangan lebih lanjut dari konsep policy-practice gap oleh Martin
dkk. (2023), juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya pemahaman terhadap

dinamika implementasi kebijakan pertanahan.
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